BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum negara kesatuan
republik indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 1
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. menyebutkan bahwa “Dalam
territori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 ““Zelfbesturende landschappen”
dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di jawa dan bali, nagari di minangkabau,
dusun dan marga di palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai
susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat
istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah
istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan
mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaan wajib tetap
diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam negara republik
indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain,
tidak menjadi penghalang bagi para (Founding Fathers) ini untuk menjatuhkan
pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu
Negara Kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik
Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan

masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.



Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, setelah
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
selanjutnya disebut dengan (UUD NRI Tahun 1945) pengaturan desa atau disebut
dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat
(7) UUD NRI Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan
dalam system pemerintahan Indonesia.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat
dipertegas melalui ketentuan pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-
Undang”.

Kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai peraturan hak ulayat
merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.
Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self governing community dengan local
self government, diharapkan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan
bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa
dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan
perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut

pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang



perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum
adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.!

Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa,
serta mendapatkan fasilitas dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam
posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah
dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, di masa depan desa dan desa adat dapat,
melakukan perubahan wajah desa dan tata kelolah penyelenggaraan pemerintahan
yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan
masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama
seperti itu, desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa.

Undang-Undang mengamanahkan pembangunan Desa sebagai cara untuk
mengembalikan kedaulatan Desa. Di sisi lain, tujuan Undang-Undang No. 6 Tahun
2014 tentang Desa, ingin mengembalikan hak asal-usul Desa sebagai langkah untuk
menciptakan kondisi sosial yang melampaui sentralisme dan lokalisme, melihat
Indonesia notabene sebagai Negara dengan keberagaman yang luar biasa. Namun,
cita-cita Nasional ke-Indonesi-an harus terhenti, mengingat beberapa evaluasi
terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Beberapa kelebihan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tetang Desa
adalah penjelasan pasal 72 ayat (2) yaitu besaran alokasi anggaran Yyang
peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar

dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari

! Penjelasan pasal 1Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.



anggaran pendapatan dan belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah desa dan
dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
dan pemerataan pembangunan desa. Alasan anggaran menjadi salah satu kelebihan
pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah jumlah yang signifikan
antara dana desa dan jumlah alokasi dana desa. Kebijakan anggaran tersebut telah
membuka ruang yang lebih luas bagi desa untuk mewujutkan kemandirian Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaran
Otonomi Daerah. Pemerintahan Desa adalah unit terdepan dalam pelayanan kepada
masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang
dijalankan oleh pemerintah, karena itu upaya untuk memperkuat desa, merupakan
langkah untuk mempercepat terwujutnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat
dari Otonomi Daerah.

Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa:

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota.
e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provensi
dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota.
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
g. Lain-lain pendapatan desa yang sah
(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dari belanja
pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan
berkeadilan.



(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak
dan retribusi daerah.

(4) Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit
10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

(5) Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa, Kepala desa melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada perangkat desa yang ditunjuk.

(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau
pemotongan sebesar alokasi perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
yang seharusnya disalurkan kedesa.

Ketentuan tersebut ditindaklanjuti oleh pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah

No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun
2014 Tentang Desa yang berbunyi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran.

Dikarenakan alokasi dana desa mempunyai pengaruh yang besar dalam
pembangunan desa dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang
lain. Apabila alokasi dana desa dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak
mungkin program ini meningkatkan pelayanan publik di pedesaan. Partisipasi
masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu akan bermuara pada
kesejahteraan masyarakat desa. Maka dari itulah salah satu alasan peneliti memilih
alokasi dana desa yang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagai kajian permasalahan.



1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Bagaimana realisasi implementasi Alokasi Dana Desa berdasarkan Pasal 72
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
1.2.2 Apakah akibat hukum jika Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan Pasal 72
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana implementasi Alokasi Dana Desa berdasarkan
Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut.
1.3.2 Untuk mengetahui apakah akibat hukum jika Alokasi Dana Desa tersebut
tidak sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu bemberikan tambahan wawasan
mengenai implementasi Alokasi Dana Desa serta apakah akibat hukum jika
Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan Undang-Undang.
1.4.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi
peneliti berikutnya.
1.4.3 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi
terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
1.4.4 Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang
diperoleh dibangku kuliah, serta sebagai salah satu syarat untuk lulus di

Fakultas ilmu hukum, Universitas Muhammadiyah Jember.



1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian, penggunaan metodologi merupakan suatu langkah yang harus
ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliable
dan obyektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu
pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan
mengantisipasi masalah. Dalam penelitian metodologi sangat berperan dalam
menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian
harus menggunakan metodolagi sebagai tuntunan berfikir yang sistematis agar dapat
mempertanggung jawabkan secara ilmiah.
1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan satu macam
pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah
pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang
bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan
doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data
sekunder, diantaranya asas, kaidah norma dan aturan hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-
buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat

dengan penelitian.?

? Soerjono Soekanto, 2006, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.
24,



1.5.2 Sumber Data

5.2.1. Data Primer

Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua
keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan

penelitian belom ada data.?

5.2.2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang
dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah

tersedia.*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang dibagi dalam

beberapa bahan hukum yaitu:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

e Undang-Undang Dasar 1945

e Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa.
Yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan
Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Mentri dalam Negeri
No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, Pasal 6 Peraturan

Mentri Keuangan No. 257/ PMK. 07/ 2015 Tentang Tata Cara Penundaan

* Bambang Sunggono, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Pers, Jakarta, hal. 37.
*1bid, hal, 37.



Dan/ Atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak
Memenuhi Alokasi Dana Desa, Peraturan Daerah dan Peraturan Desa.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti: rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, karya dari
kalangan hukum, dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup:

e Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
hukum primer dan sekunder.

e Bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) diluar bidang
hukum, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data

penelitian.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui kegiatan studi
dokumen, studi catatan hukum dan studi kepustakaan. Kepustakaan yang dimaksut
terdiri dari perundang-undangan serta buku karya tulis bidang hukum dan media
internet.
1.5.4 Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk

mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti



membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk

memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.’
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan:

1. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah

Alokasi Dana Desa.

2. Membuat sistematik dari pasal-pasal sehingga menghasilkan Klasifikasi

tertentu (yang selaras dengan analisis yuridis Alokasi Dana Desa)

3. Data perundang-undangan ini dianalisis secara induktif kualitatif.

> Bambang Sunggono, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Pers, Jakarta, hal. 186.
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